
 74 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

 

Bawengan, Gersan W. 1989. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik 

Interogasi. Jakarta: Pradnya Paramita. 

 

Chaerudin. 1997. Victimologi: Beberapa Aspek Korban Kejahatan. Jakarta: 

Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah. 

 

Dirdjosisworo, Soedjono. 1987. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: 

Alumni. 

 

Gautama, Sudargo. 1983. Pengertian tentang Negara Hukum. Bandung: 

Alumni. 

 

Gunawan, Ricky. 2012. Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di 

Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika 

di Jakarta. Jakarta: Pelitaraya Selaras. 

 

Harahap, Yahya. 2008. Pembahasan permasalahan dan Penerapan Kuhap 

Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 

 

Kadafi, dkk., Binziad. 2002. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi 

Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Pusat 

Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. 

 

Lubis, M. Sofyan. 2010. Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum 

Pemeriksaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 

 

Makarao, Muhammad Taufik. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: 

Ghalia Indonesia. 

 

Makaro, et al., Moh. Taufik. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia 

Indonesia. 

 

Makarao, Muhammad Taufik dan Suharsil. 2010. Hukum Acara Pidana 

dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

 

Masruhan. 2013. Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka. 

 

Naning, Ramdlon. 1983. Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia. 

Jakarta: Kriminologi UI. 

 

 



 75 

Prakoso, Djoko. 1985. Eksistensi Jaksa di Tengah Masyarakat. Jakarta: 

Ghalia Indonesia. 

 

______________. 1987. Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. 

Jakarta: Ghalia Indonesia. 

 

Primts, Darman. 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Semarang: 

Djambatan. 

 

Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar 

Grafika.  

 

Winarta, Frans Hendra. 2000. Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia 

Bukan Belas Kasihan. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

 

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Ausaid. 2014. Panduan 

Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: YBI. 

 
 

Peraturan Perundang-Undangan 

 

Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 

 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 

 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 

Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam 

Menyelenggarakan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

 

 

 

 
 



 76 

Lain-Lain 

 

Mujiyono, Agus Sri. Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan 

Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana. Surakarta: 

Universitas Sebelas Maret. 2003. 
 

Angga, dkk, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, 

Diversi Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2018. 

 

Fauzi, dkk., Suyogi Imam, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi 

Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. Jurnal 

Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, 2018. 

 

Sudanto, Anton, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia, ADIL: 

Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 1, 2012. 

 

Yunus, dkk., Nirwan, Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam 

Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten 

Gorontalo, Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 3, 2008. 

 

Wawancara dengan AKBP Samsul Makali, S.H., M.H., M.M. selaku Kepala 

Bagian Operasional dan Pembinaan di Direktorat Reserse Narkoba 

Kepolisian Daerah Jawa Timur (pada tanggal 6 Januari 2020). 

 

Wawancara dengan Tersangka 1, selaku pelaku tindak pidana narkotika (pada 

tanggal 27 Februari 2020). 

 

Wawancara dengan Tersangka 2, selaku pelaku tindak pidana narkotika (pada 

tanggal 28 Februari 2020). 

 

Wawancara dengan Bapak Dony Eko Wahyudin, S.H. selaku pemberi 

bantuan hukum di Polda Jatim (pada tanggal 6 Maret 2020). 

 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5023471f2316e/pelangg

aran-miranda-rule / (diakses pada tanggal 2 November 2019) 

 

http://repository.unpas.ac.id/33774/1/J.%20BAB%20II.pdf (diakses pada 

tanggal 20 Januari 2020) 

 

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1256/5/108400170_file5.pdf 

(diakses pada tanggal 26 Januari 2020) 

 

 

 

 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5023471f2316e/pelanggaran-miranda-rule%20/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5023471f2316e/pelanggaran-miranda-rule%20/
http://repository.unpas.ac.id/33774/1/J.%20BAB%20II.pdf
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1256/5/108400170_file5.pdf

